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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dominasi Amerika Serikat memiliki sejarah yang sangat panjang dari
mulai awal terbentuknya negara hingga saat ini. Berakhirnya Perang Dingin
dan runtuhnya Uni Soviet membuat Amerika Serikat menjadi satu-satunya
negara adidaya dunia dan menjadi yang terdepan dalam hal militer, ekonomi,

budaya, dan politik.

Amerika Serikat berdiri sebagai pemimpin dunia yang hampir tak dapat
tersaingi pasca Perang Dunia Il. Kondisi itu didukung oleh posisi Eropa, Jepang
dan Inggris yang sedang mengalami kehancuran pasca perang. Sehingga dapat
dikatakan bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat menjalankan peran global
pada saat itu. Secara otomatis Amerika Serikat sebagai negara pemenang
perang harus mengambil peran, dalam artian bertanggung jawab dalam

menciptakan kondisi prekonomian dunia yang stabil.

Pada tahun 1947 Amerika Serikat membuat program ekonomi skala
besar yang disebut Marshall Plan dimana bertujuan membangun kembali kekuatan
ekonomi negara—negara di Eropa yang mengalami kehancuran setelah Perang
Dunia Il (Mills, 2008). Inisiatif penamaan diambil dari George Marshall, Menteri

Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu. Pembagian bantuan Marshall Plan ini
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tidak hanya untuk negara-negara Eropa namun juga negara-negara Asia yang

terkena imbas dari Perang Dunia Il.

Dalam kondisi tersebutlah Amerika Serikat kemudian diuntungkan,
dapat dengan mudah mengambil pimpinan dalam menentukan institusi dan
peraturan—peraturan baru yang mendasari perekonomian dunia. Sistem yang
kemudian dilanjutkan pada mekanisme yang saat itu dikenal dengan sebutan
Bretton Woods System yang diambil berdasarkan nama kota kecil di Amerika
Serikat yang merupakan tempat sistem Bretton Woods itu dibuat. Pada tahun
1947 Bretton Woods menjadi titik awal sejarah kejayaan Amerika Serikat
dengan membentuk lembaga—lembaga perekonomian dunia pascaperang.
Diantaranya yaitu, International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank
Dunia), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang sekarang diganti
World Trade Organization (WTO), dan Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), yang kemudian dalam kiprahnya, sistem
tersebut berhasil membawa Amerika Serikat pada puncak kejayaannya, karena
pada dasarnya lembaga—lembaga baru tersebut dapat dikendalikan oleh

Amerika Serikat berdasarkan kepentingannya.

Sehingga walaupun beberapa kali sempat mengalami krisis, Amerika
Serikat mampu bangkit dan kembali memimpin prekonomian dunia yang
tentunya dengan nilai—nilai liberal sesuai dengan konsep ideologi bangsanya,
yang terserap dalam setiap kebijakan—kebijakan perekonomian yang

dikeluarkannya lewat institusi—institusi internasional khususnya lembaga-



lembaga perekonomian dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai
pionir dalam mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa adidaya yang kuat
dan tidak tertandingi. Selain itu, Amerika Serikat juga merupakan kreditor
terbesar dunia yang memberikan pinjaman atau bantuan kepada negara—negara
yang sedang berkembang atau miskin berupa Marshall Plan dan Grants in Aid,
bantuan ekonomi dengan memberikan kewajiban kepada negara yang diberikan
bantuan untuk mengembalikan bantuan ekonomi tersebut berupa dolar atau
dengan membeli barang—barang produk Amerika Serikat. Inilah yang menjadi

benteng kekuatan ekonomi Amerika Serikat hingga saatini (Hussein, 2013).

Pergolakan yang terjadi di dunia perekonomian membuat para pemikir
memunculkan gagasan-gagasannya. Salah satu yang mencuat ke permukaan
adalah neoliberalisme. Neoliberal yang dipraktekan oleh Amerika Serikat dan
diadopsi dalam sejumlah kebijakan lembaga ekonomi internasional dituangkan
dalam resep yag oleh John Williamson disebut sebagai Washington Consensus.
Washington Consensus merupakan “kesepakatan” yang dicapai IMF, Bank Dunia,
dan Departemen Keuangan AS (US Treasury Department) pada akhir tahun 1990an
tentang paket kebijakan ekonomi yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah-
masalah pertumbuhan dan pembangunan berbagai negara berkembang. Washington
Consensus merujuk pada paket rekomendasi kebijakan bagi negara-negara
khususnya negara berkembang dan bekas komunis, yang ingin mereformsi
kebijakan ekonomi mereka. Reformasi tersebut berkaitan dengan sepuluh hal, yaitu
(1) kebijakan fiskal, (2) memprioritaskan pengeluaran publik, (3) reformasi pajak,

(4) liberalisasi pasar, (5) menerapkan nilai tukar yang kompetitif, (6) liberalisasi



perdagangan, (7) liberalisasi investasi asing, (8) privatisasi BUMN, (9) deregulasi

pasar, dan (10) jaminan kepemilikan.

Amerika Serikat yang dominasinya meluas ke seluruh dunia dan
menjadikannya sebagai tolak ukur suatu negara dan masyarakat menjadi maju
tertuang dalam Washington Consensus, yang mana dianggap perlu menjadi standar
reformasi ekonomi bagi negara berkembang yang baru didera krisis (Williamson,
1989). Kepopuleran Washington Consensus juga tidak terlepas dari perisstiwa
runtuhnya Uni Soviet. Kegagalan negara pengusung ideologi komunis tersebut
telaah membuat negara—negara berkembang untuk memikirkan gagasan alternative
dalam pengelolaan kebijakan ekonomi politik. Namun resep ala Washington
Consensus ini tidak sepenuhnya bejalan mulus, mekanisme reformasi
perekonomian ala Washington Consensus justru menyebabkan terjadinya krisis

berkepanjangan.

Dominasi Amerika Serikat dalam dunia internasional dalam beberapa
waktu tidak mendapat tantangan yang berarti dari negara lain. Namun semua itu
berubah dengan kemunculan kekuatan baru dunia yaitu, China. China yang
sebelumnya tidak menampakkan eksistensinya pelan-pelan mulai berani muncul
sebagai negara yang sedang bangkit. Kemajuan dan kekuatan ekonomi China saat
ini tidak hanya mampu membuat negara yang dahulu dikenal dengan “negeri tirai
bambu” berubah menjadi sebutan “naga bangkit” yang tidak hanya mewakili
kekuatan ekonomi namun juga kekuatan politik dalam percaturan dunia

internasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan ekonomi suatu negara dapat



dijadikan sebagai salah satu modal untuk meningkatkan bargaining position sebuah
negara yang kemudian oleh Morgenthau disebut mampu dijadikan sebagai

kekuatan negara dalam perebutan power (Morgenthau, 1948).

Melihat pertumbuhan dan perkembangan China saat ini, tidak heran banyak
negara-negara di dunia saat ini mulai melirik poros baru kekuatan ekonomi global
tersebut. Keberhasilan China dalam membangun perekonomiannya tidak lepas dari
apa yang disebut dengan The Beijing Consensus atau Model Pembangunan
Alternatif China sebuah istilah yang mengacu pada kebijakan politik dan ekonomi
China setelah meninggalnya Mao Zedong dan naiknya Deng Xiaoping sebagai
pemimpin China pada 1976. Istilah Beijing Consensus diciptakan oleh Joshua
Cooper Ramo dengan tujuan menjadikan model pembangunan ekonomi China
sebuah alternatif khususnya Negara Sedang Berkembang, hal ini dilihat dari
kecenderungan Beijing Consensus yang cenderung ramah terhadap pasar (Ramo,

2004).

Bejing Consensus mencakup tiga elemen fundamental, yakni (1)
Pembangunan negara berlandaskan inovasi, (2) Keberhasilan ekonomi tidak melulu
dengan ukuran pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) per kapita, tetapi
dengan kesinambungan (sustainability) dan tingkat mutunya, (3) Keteguhan diri

(self-determination) bagi China

Beijing Consensus merupakan anatema bagi Washington Consensus, yang
selalu mendikte negara berkembang untuk melakukan akselerasi pembangunan

ekonomi dengan menerapkan resep yang dibuat Bank Dunia dan IMF. Mereka
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berpendapat bahwa persepsi kebjiakan ekonomi yang dirumuskan berlaku universal
dan cocok dengan kondisi perekonomian di seluruh dunia. Keangkuhan para
perumus kebijakan ekonomi dalam Washington Consensus itulah yang hendak
ditepis para pemimpin China karena telah berkontribusi terhadap terciptanya
struktur perekonomian dunia yang timpang sehingga melahirkan ketidakadilan
global karena menguatnya dominasi ekonomi dan hegemoni politik negara-negara
kapitalis Barat. Konsep reformasi ekonomi yang ditawarkan Washington
Consensus telah melemahkan struktur perekonomian domestik suatu negara
sehingga amat lambat melakukan economic rebound pascakrisis. Bahkan, tidak
sedikit negara yang terus berkubang dalam masalah internal amat kompleks yang

seolah tak terurai.

China bermaksud menempuh jalan berbeda dengan menghargai sepenuhnya
kekuatan domestik, yang menjadi pilar utama dalam membangun perekonomian
nasional. China ingin menerapkan pendekatan baru pembangunan ekonomi dengan
Beijing Consensus yang mengandung prinsip—prinsip dasar pembangunan ekonomi
yang dipimpin negara disertai proses reformasi politik terbatas dan bersifat gradual.
Pemerintah China mencoba berayun di antara dua kepentingan sekaligus, yakni
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan menyisakan ruang terbatas bagi

kebebasan politik demi stabilitas pemerintahan.

China tidak pernah tergiur dengan Washington Consensus dan mencoba
mencari jalan sendiri. Berpegang pada Beijing Consensus, tanggal 2 Oktober 2013

pemerintah China menginisiasikan berdirinya suatu institusi keuangan



internasional yang disebut Asian Infrastructure Investment Bank (AlIB), sebuah
Bank Pembangunan Multilateral / Multilateral Development Bank (MDB) yang
berdiri pada abad ke-21. AlIB merupakan sebuah institusi berbasis pengetahuan
modern yang akan fokus terhadap pembangunan infrastruktur dan sektor produktif

di kawasan Asia (AlIB, 2015).

Namun dalam pendiriannya, beberapa kalangan menyebut bahwa AlIB
merupakan sebuah bentuk institusi keuangan internasional baru yang memiliki
nilai-nilai geopolitik China. AlIB juga dianggap sebagai bentuk perlawanan
terhadap sistem Bretton Woods dan institusi keuangan internasional yang telah
berdiri sebelumnya (Mun, 2015). Oleh beberapa kalangan AlIB dianggap sebagai
saingan dari IMF dan Bank Dunia. China memiliki pandangan bahwa IMF dan
Bank Dunia merupakan warisan dari Bretton Woods System yang dinilai terlalu
konservatif dan di dominasi oleh kepentingan Amerika Serikat, Eropa dan Jepang.
Pemerintah China sendiri mengakui bahwa pembentukan AlIB merupakan sebuah
bentuk ekspresi sikap frustrasi pemerintah China terhadap lambatnya reformasi dan

tata kelola ekonomi global (Bakry, 2015).

Cara yang digunakan China untuk memperluas dominasinya berbeda
dengan yang digunakan Amerika Serikat. Amerika Serikat dikenal sebagai pemberi
bantuan terbesar ke berbagai negara di dunia, baik secara langsung maupun melalui
World Bank dan IMF. Namun, pemberian bantuan tersebut mengsyaratkan
penegakan demokratisasi dan pasar bebas, di dalam negara yang menerima bantuan
tersebut. Sementara China, memberikan bantuan tanpa persyaratan seperti yang

diterapkan Amerika Serikat. Bantuan China ke berbagai negara dijadikan sebagai
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diplomasi perdagangan, dimana bantuan tersebut membantu China mendapatkan
kontrak ekonomi di berbagai negara. Bagi China, kondisi dalam negeri suatu negara
tidak menjadi persoalan dalam melakukan kerjasama ekonomi, karena menurutnya
hal tersebut merupakan urusan dalam negeri suatu negara yang tidak bisa dicampuri
oleh negara lain. Berkat pola pendekatannya yang berbeda dengan Amerika Serikat,
China kini lebih disenangi oleh negara-negara berkembang yang berada di Afrika
dan Amerika Latin, khususnya negara-negara yang anti Amerika Serikat. Makin
besarnya pengaruh China di berbagai kawasan, perlahan menggeser posisi Amerika
Serikat yang selama ini mendominasi perpolitikan internasional. Pemberlakuan
sistem komunisme berkarakteristik China, yang berhasil mengubah China menjadi
pemain utama dalam dunia internasional juga menjadi tantangan bagi sistem
liberalisme dan demokratisasi yang dijalankan Ameika Serikat yang selama ini

dianggap sistem terbaik dalam menjalankan suatu negara.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut
mengenai Beijing Consensus sebagai peluang China dalam menghadapi dominasi

Amerika Serikat dalam perekonomian global.

1.3. Rumusan Masalah

“Mengapa Beijing Consensus mampu memperlemah posisi Amerika

Serikat dalam perekonomian global?”



1.4. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis mencoba
menggabungkan pemikiran Gramsci dan Robert. W. Cox yang konsen dalam
membahas Konsep Hegemoni dan Counter Hegemony. Gramsci adalah sebagai
pijakan awal dari Cox dalam mengamati dan menganalisis dinamika dan isu

hubunganinternasional.
Hegemoni

Gramsci memberatkan bahwa titik awal dari sebuah hegemoni ialah kondisi
dimana bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-
kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan konsensus. Dalam catatannya
terhadap karya Machiavelli, The Prince (Sang penguasa), Gramsci menggunakan
mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol
dari ‘perspektif ganda’ suatu tindakan politik, kekuatan dan konsensus, otoritas dan

hegemoni (Simon, Gramsci’s Political Thought: An Introduction, 1999, p. 24).

Lebih jelas lagi, Gramsci mengatakan bahwa hegemoni bukanlah
hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan
persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan secara politik dan ideologis.

Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus.

Menurut Antonio Gramsci Hegemoni didefenisikan sebagai moral
kepemimpinan (direzione) dan intelektual sebagai elemen penyusun utama
persetujuan dan persuasi. Sebuah kelompok sosial dan kelas dapat di katakan bisa
mengambil peran hegemoni sejauh mereka bisa mengartikulasi dan
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memproliferasikan seluruh sistem kepercayaan budaya masyarakat dan ideologi
yang ajaran-ajarannya di terima sebagai hal yang berlaku universal dan di terima

oleh masyarakat umum (Fontana, 1993, p. 140).

Dalam pandangan Gramsci, tidak seperti hegemoni yang diterjemahkan
Lenin sebagai strategi, Gramsci menekankan hegemoni kepada konsep seperti
halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubugan produksi, kelas dan negara
menjadi sarana untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya.
Oleh sebab itulah seperti yang telah dikatakan sebelumnya Gramsci sangat
menekankan pada gagaan tentang kepemimpinan, karna hal ini sangat penting
dalam proses memperoleh kekuasaan negara. Hegemoni merupakan hubungan
antar kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik, atau kelas kelompok
kelas hegemonik, adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan
kelas lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui
perjuangan politik dan ideologis. Konsep ideologi ini tidak berdiri sendiri, karna
di dukung oleh beberapa konsep lain yang berkaitan dengannya. Gramsci

membedakan antara dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan Intelektual :

A social group can, indeed must, already exercise ‘leadership’ before
winning governmental power (this is indeed one of the principal conditions for the
winning of such power); it subsequently become dominant when it exercise power,
but if it holds it firmly in its grasp, it must continue to ‘lead’ as well (SPN) (Simon,

1999).
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Lebih lanjut, Robert Cox, seorang penteori Hubungan Internasional sejalan
dengan pemikiran Gramsci tentang konsep hegemoninya, ia memakai konsep
hegemoni sebagai cara menjelaskan kontrol hegemoni dalam masyarakat-
masyarakat kapitalis untuk menerangkan cara bagaimana ide-ide dominan
mengenai tatanan dunia membantu mempertahankan pola-pola khusus dari
hubungan-hubungan antara kekuatan materi, ide-ide dan institusi-institusi pada
suatu level global. Gramsci selalu menempatkan karyanya pada skema Marxis,
dimana basis ekonomi menentukan kondisi yang terbatas bagi politik, ideologi, dan
negara. Apa yang terutama ditujunya adalah sifat dasar dari hubungan struktur
dengan suprastruktur yang rumit, yang menurutnya tidak bisa dikurangi menjadi
sekedar sebuah refleksi dari kondisi-kondisi ekonomi yang ditafsirkan secara

sempit (Griffits).

Robert Cox sering mengatakan bahwa “teori selalu untuk seseorang dan
untuk beberapa tujuan” (Cox, Social Forces, states and World Order : Beyond
International Relations Theory, 1981). Dengan kata lain, sejalan dengan pemikiran
Gramsci sebelumnya, bahwasanya hegemoni yang dibawa melalui dominasi
intelektual dan budaya politik merupakan sebuah kemasan yang dibawa oleh pihak
hegemon dalam proses merebut kekuasaan tertinggi sehingga terbentuknya sebuah

hegemoni yang berjalan dengan stabil.

Bagi Gramsci dan Cox, hegemoni pada level global bukan untuk disamakan
dengan dominasi militer semata (sebagaimana pada realisme), juga bukan dianggap

sebagai suatu kebaikan yang paling diinginkan oleh banyak orang seperti (dalam
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neoliberal institusional). Karena bagi Gramsci hegemoni adalah suatu kesatuan dari
struktur dan suprastruktur dimana kekuasaan berdasar penguasaan terhadap
produksi dirasionalkan melalui ideologi yang menggabungkan kompromi dan
konsensus antara kelompok yang berkuasa dan yang subordinat (Cox, Labor and

Hegemony, 1977).

Apa yang terjadi dalam sistem hegemonik sehingga mereka yang dikuasai
tidak merasa terhegemoni adalah mereka (pihak hegemon) menutupi wajah
seramnya dengan cara menawarkan ide-ide tentang kemakmuran, dengan
memberikan konsensi-konsensi kepada kelas yang diperintahnya, melalui
penerapan ide-ide tentang negara, dan melalui proses-proses normatif yang
dipimpin dan digerakkan oleh lembaga-lembaga seperti keluarga, gereja, sekolah,
media massa dan seterusnya. Bagi para pengikut Gramsci lembaga-lembaga ini

adalah bagian dari organisasi negara.

Proses hegemoni seringkali justru menyangkut perebutan pengaruh konsep
realitas, dari pandangan mereka yang mendominasi berhasil diambil oleh mereka
yang didominasi. Sehingga akibatnya proses hegemoni akan sangatmempengaruhi
kehidupan sosial dan pribadi mereka yang dihegemoni, bahkan berpengaruh pada
cita rasa, moralitas, prinsip keagamaan dan intelektual mereka (Simon, 1999).
Mekanisme hegemoni dunia menurut Gramsci bisa melalui lembaga internasional.
Di dalam lembaga tersebut terdapat norma-norma dan mekanisme bersifat
universal yang akan mengatur dan mempengaruhi tindakan negara-negara

anggotanya (Robert W. Cox, 1983, p. 137).
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Proses ini disebarluaskan dengan cara memperbesar dan mensahkan
kekuasaan kaum borjuis sampai ke tingkat internasional. Ini bereda denga anggapan
neoliberalis yang membayangkan liberalisasi melalui campur tangan organisasi
internasional akan menguntungkan semua negara. Bagi Cox, keterbukaan dan pasar
bebas tidak memberi manfaat kepada semua pelaku ekonomi, tapi memperkuat
kedudukan pelaku ekonomi dominan. Sistem ini membuka kepada kelas ekonomi
dominan untuk memasuki semua negara, memaksimumkan keuntungannya, atas
nama untuk membiayai produksi di dalam negeri dan membantu kelompok-
kelompok yang lemah. Akan tetapi intinya adalah membuka perdagangan bebas,
sebuah ideologi atau norma-norma hegemonik yang memunculkan prinsip-prinsip

netralitas dan keadilan bagi semua negara.

Menelusuri karya Karl Polanyi, Robert Cox salah seorang pemikir Critical
Theory yang banyak berhutang pada Antonio Gramsci atas konsep hegemoninya
memusatkan perhatian pada apa yang di istilahkan sebagai “Internasionalisasi
negara”. Dengan ini Cox merujuk pada proses di mana institusi-institusi nasional,
kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan di sesuaikan dengan perkembangan
struktur dan gerak suatu perekonomian dunia dari produksi kapitalis. Cox

mengidentifikasi tiga dimensi dari proses ini, yaitu (Cox, 1987) :

1. Ada sebuah proses formasi konsensus antar negara mengenai tuntutan dan
kebutuhan perekonomian dunia yang mengambil tempat dalam suatu
kerangka ideologis umum.

2. Partisipasi dalam negosiasi mengenai konsensus ini bersifat hirarkis.
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Struktur internasional setiap negara di sesuaikan sehingga tiap negara bisa
dengan baik merubah konsensus global itu menjadi kebijakan tindakan

nasional’.

Cox menegaskan hubungan resiprokal antara struktur (hubungan-
hubungan ekonomi — dunia produksi) dan suprastruktur (ranah politis — etis
Negara) mengandung unsur-unsur kekuasaan potensial untuk menciptakan blok
yang mensejarah, yakni kekuasaan atas entitas-entitas dalam tatanan dunia.
Reformasi atas hubungan-hubungan produksi oleh kedua kelompok itu
menghentikan pertumbuhan hasrat-hasrat dari kaum proletar dan para pekerja
terhadap revoluisi. Namun Cox, sebagaimana Marxisme umumnya, Yyakin
perdamaian itu hanya sementara sifatnya dan tidak menghentikan proses-proses
sosial yang membutuhkan hasrat para pekerja untuk mewujudkan hasrat

masyarakat sosialisme.

Tekanan-tekanan dan ketergantungan-ketergantungan yang diciptakan
oleh penerapan manajemen ekonomik oleh Negara, yang didesak oleh adanya
kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian internasional dan pembagian-
pembagian kerja antara tugas-tugas ekonomi dan politik, yang menjadi dominan
dalam hubungan internasional, terutama setelah keruntuhan Uni Soviet, secara
radikal memunculkan tatanan yang tidak biasa, yang diistilahkan oleh Cox sebagai
‘hyper-liberal globalizing capitalism,” dengan semangat yang menggebu-gebu
terhadap penegakan demokrasi sekaligus kemunduran demokrasi dalam lembaga-

lembaga internasional. Antara tuntutan untuk pelestarian lingkungan dan
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menyeahnya aparats negara kepada para pelaku bisnis dan pnguasa permodalan.
Prosesnya dimajukan oleh pemakaian teknologi perpabrikan dan komunikasi
dengan dukungan kebijakan regulasi yang diciptakan untuk memperlemah
kekuasaan kekuatan-kekuatan perubahan tradisional, terutama serikat-serikat
pekerja. Bentuk-bentuk kongkritnya dapat dijumpai dalam kesepkatan WTO,

kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh Reagen dan Thatcher di tahun 1980-an.

Counter Hegemony

Setelah melakukan beberapa fase dalam menuju sebuah hegemoni baru
(Counter Hegemony), Gramsci mengeluarkan konsep tentang Perang posisi dan
perang maneuver. Dalam prosesnya, inilah yang disebut sebagai counter hegemony
yang mana pada posisi ini kelompok non-hegemonik tadi telah mulai melakukan
perlawanan yang nyata terhadap kelompok hegemonik. Dalam konsep ini penulis
memakai konsep perang posisi yang ditawarkan Gramsci. Adapun perang posisi
diartikan sebagai sebuah kondisi dimana perlawanan dilakukan melalui ide-ide dan
nilai-nilai dari kelas non-hegemonik tanpa harus menghancurkan tatanan
hegemonik secara struktur. Perlawanan ini diartikan sebagai sebuah cara hidup
kelas kaum non-hegemonik yang tidak ingin meniru cara hidup kelas hegemonik

tadi.

Gramsci sering menyarankan untuk mengambil strategi ‘perang posisi’
dalam situasi modern seperti sekarang. Ini dikarenakan melihat kondisi masyarakat
sipil Eropa Barat yang sudah maju, perang gerakan harus memberi jalan bagi

pelaksanaan strategi yang berbeda yaitu, ‘perang posisi’. Bagi Gramsci, revolusi
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merupakan proses memperluas hegemoni kelas pekerja dengan membangun
sebuah blok sejarah baru dan bukan merupakan sebuah penghancuran total yang

berlangsung sesaat yaitu ketika kekuasaan negara lepas dari satu kelas ke kelas lain.

Jadi transisi menuju sosialisme terdiri dari dua proses yang berbeda yang
saling berkaitan tumbuhnya hegemoni kelas pekerja, dan transformasi negara

menuju bentuk negara sosialis.

Dalam tulisannya, Gramsci memberikan contoh ketika suatu bangsa
ditindas oleh bangsa lain akan mengembangkan tradisi perjuangan bagi
kemerdekaan nasional, dan memang dalam sejarahnya, setiap warga dari suatu
bangsa mengembangkan gagasan yang kuat seperti patriotisme dan nasionalisme
yang sebagaimana dikatakan Gramsci, dapat menjadi kekuatan spiritual rakyat.
Kelas hegemoni adalah kelas yang berhasil menggabungkan perjuangan dan
gagasan patriotik ini dengan kepentingan kelas mereka untuk meraih

kepemimpinan nasional.

Di mana ada kekuasaan, di sana muncul perlawanan terhadapnya. Relasi
sosial masyarakat sipil, dengan demikian, telah menimbulkan, bukan hanya
perjuangan kelas, tetapi juga berbagai gerakan sosial yang terlibat dalam

perjuangan demokrasi-rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas.

Di samping perjuangan bagi kebebasan sipil, terdapat banyak gerakan sosial
lainnya yang tidak harus mempunyai karakter kelas. Misalnya gerakan-gerakan
yang mengekspresikan tuntutan perempuan, mahasiswa, pemuda, minoritas etnis,
gerakan anti-nuklir, berbagai gerakan ekologi yang peduli dengan lingkungan,
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aktifitas masyarakat dari berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada masalah
kesehatan, pendidikan, perumahan dan masalah lainnya. Apa yang menyamakan
semua gerakan-gerakan ini adalah gerakan-gerakan tersebut muncul dari hubungan

produksi

Perjuangan-perjuangan ini mempengaruhi watak dan lembaga-lembaga
negara dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, yang mengakibatkan bahwa
perjuangan itu bukan semata-mata instrumen kelas penguasa, namun juga
mencerminkan perimbangan kekuatan dalam masyarakat sipil. Gramsci
membandingkan organisasi-organisasi masyarakat sipil dengan sistem benteng
dan pertahanan yang kuat yang berdiri di belakang negara. Pada tahun 1917 di
Rusia, di mana masyarakat sipil masih primordial dan belum maju, melakukan
perlawanan frontal terhadap negara, yang disebutnya ‘perang gerakan’bisa

berhasil.

Namun dalam masyarakat kapitalis yang maju di mana masyarakat sipil
sudah berkembang, perang gerakan yang terjadi di Rusia tersebut tidak relevan lagi,
perlu strategi baru, yaitu perang posisi, kelas pekerja harus membongkar sistem
benteng dan pertahanan yang mendukung hegemoni borjuis dengan membangun
aliansi dengan semua gerakan sosial yang sedang berusaha mengubah relasi-relasi
dalam masyarakat sipil. Kekuasaan hegemoni kaum borjuis melalui organisasi-
organisasi dalam masyarakat sipil harus diperlemah degan kekuata balik dari
gerakan-gerakan sosial yang berasal dari aktivitas anggota gerakan tersebut, yang

bersatu di bawah kepemimpinan kelas pekerja.
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Meski struktur ekonomi, mungkin bersifat menentukan, Gramsci memberi
otonomi lebih besar kepada pengaruh-pengaruh aktual dari perjuangan mencapai
kepemimpinan, dari berbagai macam tempat dan isntitusi. Dia menyatakan bahwa
peran partai komunis adalah terlibat dan memimpin sutau perjuangan besar dan
memiliki berbagai segi demi ‘hegemoni’. Sebuah perubahan dalam strategi politik
sosialis sangat diperlukan, dari suatu serangan frontal terhadap sebuah negara
sehingga memenangkan posisi-posisi strategis di sejumlah front. Perjuangan
sosialis dianggap sebagai sebuah “perang posisi” pertama melawan kekuatan-

kekuatan hegemoni kapitalis dalam masyarakat dan budaya sipil.

Sejalan dengan Gramsci, bagi penteori teori kritik, yang disini diwakili oleh
Cox mengatakan bahwa ketidakharmonisan dan ketidakadilan dalam dunia
produksi hingga memudarkan legitimasi kelas borjuis dan keabsahan Negara untuk
memerintah. Untuk mempertahankan kekuasaannya mereka memakai kekerasan
dan teknik-teknik paksaan yang memberi ruang untuk memunculkan tatanan non-
hegemonik didalam negeri dan akhirnya membentuk tatananan non-hegemonik di

tingkat dunia.

Cox, dalam skema dasar teori kritiknya menjelaskan akhir sebuah hegemon,
ia menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, kotradiksi sosial dalam tatanandunia
hegemonik semakin mengecilkan arti tatanan hegemonik dan blok historis yang
spesifik di tingkat negara-negara nasional. Tatanan non-hegemonik menjadi naik
dengan munculnya konflik-konflik yang semakin jelas. Karena negara-negara

telah memainkan peran utama dalam memudahkan proses globalisasi, Cox
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menyatakan bahwa kekuatan-kekuatan sosial yang kontra hegemoni harus berada
pada posisi perang. Globaliasi dari atas harus dilawan dengan globalisasi dari
bawah. Dan kekuatan-kekuatan sosial harus memadukan aliansi agar bisa menjadi

lebih besar dalam proses menandingini kelas penguasa (kelas hegemonik).

Dalam kasus ini, Beijing Consensus muncul sebagai counter hegemony
Amerika Serikat dalam perekonomian global, yang mana mampu mengakomodir
kepentingan-kepentingan minoritas dan membentk aturan atau kebijakan serta

hokum yang membatasi gerak Amerika Serikat.

1.5. Hipotesa

Beijing Consensus mampu menjadi peluang China menghadapi dominasi
Amerika Serikat dalam perekonomian global karena Beijing Consensus berhasil

menjadi model pembangunan ekonomi tandingan dari Washington Consensus.

1.6. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan pada permasalahan diatas agar tidak
mengalami perluasan yang dapat menjadikan penelitian kurang fokus maka penulis
membatasi kajian pasca krisis ekonomi global tahun 2008. Krisis ekonomi yang
terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 menyebar ke Eropa, krisis tersebut
membuat harga saham global jatuh dan melemahkan dolar AS ke rekor tertinggi
US $1,4967 terhadap Euro pada waktu ditetapkan tahun 1999 sebesar US$1,16675

(Sihono, 2009). Praktis krisis tersebut menimbulkan pertanyaan besar, apakah
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model pembangunan Neoliberalisme sebagaimana tertuang dalam Washington
Consensus masih dianggap “layak” sebagai model pembangunan bagi negara-
negara di dunia. Berawal dari sanalah kemudian negara-negara demokrasi liberal
penganut ekonomi pasar bebas sesungguhnya mulai mengadopsi model

pembangunan China yaitu Beijing Consensus.

1.7. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memilih metode penelitian kualitatif yang
diperoleh melalui data sekunder yaitu studi literatur, yang diutamakan berupa data
tertulis bentuk cetak seperti buku, jurnal, kliping dan diktat kuliah. Disamping itu
penulis juga berusaha melengkapinya dengan menyertakan data tertulis bentuk
elektronik seperti e-book dan beberapa data dari sumber internet dan literature

lainnya yang dianggap memiliki relevansi terkait dengan tulisan ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab | yaitu pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Tujuan
Penelitian, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Il menjelaskan posisi Amerika Serikat dalam dan pasca Bretton Woods
System, yakni sebuah sistem perekonomian dunia seiring munculnya berbagai
institusi ekonomi politik internasional seperti WTO, IMF dan Bank Dunia yang

kemudian menimbulkan krisis global pada tahun 2008 dimana memperlemah posisi
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Amerika Serikat dalam percaturan ekonomi dunia dan saat itulah Washington

Consensus diimplementasikan sebagai resep untuk mengatasi krisis.

Bab 111 membahas tentang China dan Beijing Consensus. Diawali dengan
sejarah awal kebangkitan China yang dimulai dari reformasi ekonomi China,
bergabungnya China dengan WTO, dan kemunculan Beijing Consensus, serta apa

yang membuatnya berbeda dengan Washington Consensus.

Bab IV memaparkan bukti-bukti meluasnya dominasi China dalam
perekonomian global. Penulis memberikan tiga buti nyata yaitu, China mampu
menjadi mitra dagang dunia, China sebagai saah satu investor dunia, dan mata uang

China (Renminbi) mampu menjadi alat transaksi internasional.

Bab V adalah penutup berupa kesimpulan, ringkasan secara keseluruhan

tentang penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.
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